PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
SATUAN RUMAH SUSUN
SIGNATURE PARK

No._ 039 /TSM/TA/06 /12/X/2010

Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini dibuat pada tanggal _16-10-10 oleh dan
antara Pihak Pertama (sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Data-Data Perjanjian
pada Lampiran 1 Perjanjian ini) dan Pihak Kedua (sebagaimana dimaksud dalam
butir 2 Data-Data Perjanjian pada Lampiran 1 Perjanjian ini).

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan pengembang yang akan/sedang/telah
membangun suatu bangunan Rumah Susun di atas bidang tanah terletak di
Jalan MT Haryono Kav. 22, Jzkarta Selatan setempat dikenal sebagai
“Signature Park”; dan bermaksud untuk menjual Satuan Rumah Susun dari
Rumah Susun Signature Park tersebut menurut satuan yang telah ditentukan
fokasi dan luasnya.

Bahwa Pihak Kedua berminat untuk membeli dari Pihak Pertama unit Satuan

Rumah Susun di Signature Park tersebut sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian int.

Bahwa satu dan lain hal karena jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah yang berwenang belum dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, maka
kedua belah pihak hendak membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan
Rumah Susun dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas kedua belah pihak dengan ini telah sepakat untuk
membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Definisi

Istilah-istilah yang dipakai dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas diartikan lain,
mempunyai arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini: ‘

a.

“Anggaran Dasar” adalah ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur keberadaan
dan kegiatan Perhimpunan Penghuni termasuk setiap penambahan atau

perubahannya.
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‘Anggaran Rumah Tangga” adalah keétentuan-ketentuan tentang tata cate=

pelaksanaan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni termasuk setiap
penambahan atau perubahannya.

“Bagian Bersama” adalah bagian Rumah Susun Signature Park yang dimiliki
secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan
satuan-satuan rumah susun.

“‘Benda Bersama” adalah benda yang bukan merupakan bagian dari Rumah
Susun Signature Park, tetapi dimiliki bersama secara tidak ferpisah untuk
pemakaian bersama.

“Tanah Bersama” berarti sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak
bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri Rumah Susun dan
ditetapkan batasnya dalam persyaratan ijin bangunan.

“Berita Acara Serah Terima” berarti suatu bukti serah terima Satuan Rumah
Susun secara fisik dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

“Biaya Pemeliharaan” berarti setiap pengeluaran, tagihan atas Bagian Bersama
dan/atau Benda Bersama dan/atau Tanah Bersama termasuk tetapi tidak
terbatas pada tagihan-tagihan listrik, asuransi (tidak termasuk asuransi untuk
barang-barang atau isi Satuan Rumah Susun), pembersihan, pengelolaan,
perbaikan-perbaikan, jumlah dan biaya-biaya mana akan ditentukan dan
diberitahukan oleh Pihak Pertama (sebagai pengelola sementara sebelum
terbentuknya Perhimpunan Penghuni) kepada Pihak Kedua sesuai dengan luas
Satuan Rumah Susun. Biaya Pemeliharaan yang dialokasikan untuk barang atau
jasa yang bersifat sehari-hari akan disebut “luran Pengelolaan”, sedangkan Biaya
Pemeliharaan yang dialokasikan untuk cadangan pengeluaran yang besar
seperti perbaikan lift, pengecatan gedung, penggantian genset akan disebut
“Sinking Fund”.

“Biaya Penggunaan” berarti setiap pengeluaran, tagihan dan biaya ‘lain
berkenaan dengan penggunaan dan pemakaian fasilitas-fasilitas atas Satuan
Rumah Susun sesuai dengan sifat pemakaiannya, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tagihan-tagihan telephone, listrik, air dan tempat parkir.

“Hak Bersama” berarti hak yang dimiliki secara bersama-sama oleh para pemilik
Satuan Rumah Susun Signature Park yang terdiri dari Bagian Bersama, Benda
Bersama dan Tanah Bersama.

“Harga Pengikatan” berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama untuk pembelian Satuan Rumah Susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.

“Luas Semi Gross” berarti Luas Netto Unit Satuan Rumah Susun ditambah

dengan antara lain koridor, lift lobby yang diperhitungkan secara proposional
untuk masing-masing Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Signature Park.

“Luas Netto” berarti luas dari as dinding ke as dinding Unit Satuan Rumah Susun
yang dibeli oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut di dalam LAMPIRAN 1
Perjanjian ini.
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. “Nilai Perbandingan Proporsional® berarti angka yang \ﬁ%ﬁgﬁfdkkan
perbandingan antara Satuan Rumah Susun terhadap hak atas Bagiar. Bersama,
Benda Bersama dan Tanah Bersama dan karenanya juga menunjukkan angka
perbandingan yang menunjukkan besarnya hak dan kewajiban Pihak Kedua, nilai
tersebut akan dihitung secara proporsional berdasarkan luas satuan rumah
susun yang dimiliki Pihak Kedua terhadap jumlah luas seluruh Rumah Susun
Signature Park.

“Perhimpunan Penghuni” berarti perhimpunan para penghuni Rumah Susun
Signature Park sebagaimana akan ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

“Pertelaan” merupakan suatu uraian dalam bentuk tulisan dan gambar-gambar
yang memperjelas batas-batas masing-masing Unit Satuan Rumah Susun baik
batas-batas horizontal maupun vertikal, Bagian Bersama, Benda Bersama dan
Tanah Bersama serta uraian Nilai Perbandingan Proporsional masing-masing
Unit Satuan Rumah Susun di dalam Rumah Susun Signature Park.

“Rumah Susun Signature Park” berarti suatu bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan
secarz terpisah yang dilengkapi dengan Bagian Bersama, Benda Bersama dan
Tanah Bersama, dan berlokasifterletak di Jalan MT Haryono Kav. 22 Jakarta.

“Satuan Rumah Susun” berarti satuan rumah susun Signature Park yang telah
dipilih dan dimaksudkan untuk dibeli oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama dalam
Rumah Susun Signature Park yang tujuannya digunakan untuk hunian dan
menjadi obyek dari Perjanjian ini dan merupakan Satuan Rumah Susun
-sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang
Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan dalam
Pasal 2 ayat 1 Perjanjian int.

"Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” berarti sertipikat sebagai alat

pembuktian yang kuat, yang merupakan alat bukti hak milik atas satuan Rumah

Susun yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan dijilid dalam satu

sampul dokumen, yang terdiri atas:

i. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama;

ii. Gambar Denah Tingkat Rumah Susun yang bersangkutan, yang
menunjukkan letak Satuan Rumah Susun yang dimiliki;

iii. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas Bagian Bersama, Benda

: Bersama dan Tanah Bersama.

“Tata Tertib Penghunian” berarti tata tertib penghunian yang.diberlakukan oleh
Pihak Pertama sebagai pengelola sementara Rumah Susun Signature Park.

“Tanah Bersama’ berarti sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak
bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri Rumah Susun dan
ditetapkan batasnya dalam persyaratan ijin bangunan.

u. “Perjanjian” berarti Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun

Signature Park ini beserta lampiran-lampirannya yang dibuat dan ditandatangani
oleh kedua belah pihak.
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‘Pemilik” adalah pihak yang menjadi pemilik unit di Rumah Susun Signatu?é-
setelah penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).

‘Penghuni” adalah pihak-pihak yang menghuni Rumah Susun Signature Park
dimana hak penghuniannya bisa karena yang bersangkutan adalah pemilik atau
berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan pemilik.

Pasal 2
Objek Perjanjian

Kedua belah pihak dengan ini saling mengikatkan diri, untuk nantinya segera
setelah kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 3 danh 4 Perjanjian ini
dipenuhi atau dilaksanakan oleh masing-masing pihak, maka Pihak Pertama
akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan
membeli dan menerima penyerahan atas 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun
dengan jenis, lokasi, letak, luas dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN | Perjanjian ini dengan lokasi sebagaimana dalam LAMPIRAN Il
Perjanjian ini.

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun meliputi dan merupakan satu kesatuan
dengan hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama sesuai
dengan Nilai Perbandingan Proporsionalnya.

Luas Satuan Rumah Susun adalah luas yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun. Luas dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun adalah luas dari dinding dalam. Apabila terdapat perbedaan selisih luas
antara Luas Netto yang tercantum dalam LAMPIRAN | Perjanjian ini dengan luas
dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, maka kedua belah pihak
setuju dan sepakat untuk tidak mengadakan klaim (tuntutan atau gugatan)
apapun.

Untuk penghitungan Biaya Pemeliharaan, kedua belah pihak setuju untuk tunduk
kepada luas semigross yang tercantum dalam LAMPIRAN | Perjanjian ini.

Pasal 3
Harga Pengikatan Dan Cara Pembayaran

Harga pengikatan jual-beli atas Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun
Signature Park selanjutnya disebut “Harga Pengikatan” (sebagaimana dimaksud
dalam butir 4 ayat a Data-Data Perjanjian pada Lampiran 1), yang
pembayarannya wajib dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara yang telah
ditentukan (sebagaimana dimaksud dalam butir 4 ayat b Data-Data Perjanjian
pada Lampiran 1) dan berdasarkan daftar jadwal pembayaran yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang merupakan LAMPIRAN [I Perjanjian
ini.

Harga Pengikatan dalam Pasal 3 ayat 1 di atas, sudah termasuk bi'aya-biaya
dengan perincian sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN | butir 4 ayat ¢
Perjanjian ini.
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d Penjanjian ini.

,‘)Semua pembayaran wajib dilakukan secara penuh tanpa potongan apapun dan
/dilaksanakan langsung kepada dan di kantor PT. TIARA SAKTI MANDIRI (Pihak
Pertama) atau tempat lain yang ditetapkan kemudian oleh PT. TIARA SAKTI
MANDIRI (Pihak Pertama).

' Pada wakiu penandatanganan Perjanjian ini Pihak Kedua wajib menyerahkan

kepada Pihak Pertama bilyet giro — bilyet giro dengan tanggal mundur sesuai
dengan jumiah dan waktu (tanggal) angsuran sebagaimana dalam daftar jadwal
pembayaran dan seluruh bilyet giro wajib dibuat atas nama: PT. TIARA SAKT]
MANDIRI.

Setiap pembayaran dengan cek atau bilyet giro hanya dianggap sebagai
pembayaran yang sah, apabila seluruh dananya telah diterima dengan baik dan
sebagaimana mestinya oleh Pihak Pertama dan untuk itu Pihak Kedua akan
menerima bukti pembayaran (kuitansi) resmi dari Pihak Pertama. Biaya
administrasi bank berkaitan dengan cara pembayaran tersebut merupakan beban
Pihak Kedua.

Setiap penolakan atas cek atau bilyet giro yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua,
maka Pihak Kedua dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
ditambah biaya materai sampai pembayaran lunas ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 4
Keterlambatan (Kelalaian) Pembayaran dan
Urutan Pembayaran Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran

Segala akibat hukum yang timbul karena pembayaran yang tidak dilakukan
menurut ketentuan dalam Perjanjian ini merupakan risiko dan tanggung jawab
Pihak Kedua. '

Jika Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran dan/atau kewajiban
pembayaran lainnya berdasarkan Perjanjian ini pada waktu dan jumlah yang
telah ditentukan, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama
denda sebesar 1 %, (satu permil) per hari yang dihitung dari jumlah angsuran
maupun kewajiban pembayaran yang terhutang lainnya yang terlambat atau
kurang pembayarannya.

Termasuk pengertian keterlambatan/kelalaian pembayaran adalah membayar
tetapi tidak penuh (kurang bayar) atau tidak dapat diuangkannya atau tidak dapat
dipindahbukukannya cek/bilyet giro yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama pada saat jatuh temponya dan terhitung sejak hari jatuh tempo
pembayaran tersebut.

Apabila terdapat pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan daftar jadwal

pembayaran maupun kewajiban pembayaran lain berdasarkan Perjanjian ini,

maka untuk pembayaran-pembayaran berikutnya akan diperhitungkan dengan

urutan pembayaran sebagai berikut:

a. denda keterlambatan;

b. biaya-biaya, termasuk biaya administrasi, Biaya Pemeliharaan dan Biaya
Penggunaan, serta kewajiban pembayaran lain berdasarkan Perjanjian ini;

c. pokok angsuran.
m/
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waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa Pihak Kedua telah
melalaikan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini,
sehingga tidak diperlukan lagi peringatan atay somasi apapun dan tanpa
diperlukan putusan dari pengadiian, dan Pihak Pertama berdasarkan kelalaian

Pihak Kedua tersebut berhak membatalkan ra sepihak serts
berlaku sanksi pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Perjanjian
ini.

5. Apabila pembayaran dilakukan melalyi bank dengan fasilitas kredit (KPA) dan

maka Pihak Pertama berhak memb Secara_sepihak dan
berlaku sanksi pembatalan sebagaimana diatyr dalam Pasal 15 ayat 2 Perjanjian
ini.

Pasal 5
Pembangunan dan Penyerahan

1. Pihak Pertama berjanji untuk melaksanakan pembangunan atas Rumah Susun
Signature Park menuryt gambar lokasi dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

2. a. Pihak Pertama akan menyerahkan secara fisik objek Perjanjian ini secara
bertahap dimulaj pada Tanggal Serah Terima sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Perjanjian inj (selanjutnya disebut “Tanggal Serah Terima),
kecuali:

i. dalam masa Pembangunan tersebut ada permintaan Pihak Kedua yang
disetujui oleh Pihak Pertama untuk mengubah bangunannya;

ii. selama jangka waktu tersebut terjadi hal-hal yang berada di luar
kekuasaan Pihak Pertama atau alasan Force Majeure:

ii. atas pertimbangannya sendiri Pihak Pertama menunda penyerahan
Satuan Rumah Susun Sampai dengan telah dipenuhinya seluruh

terbatas pada pelunasan seluruh Harga Pengikatan, denda-denda, biaya-
biaya dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya (kalau ada) sesuaj
dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Pihak Kedua_menyadarL_dgm_

setuju untuk membebaskan Pihak Pertamg“da/_[i segala tuntutan apapun

bila ada peraturan atag— kebijakan Emerintéﬁ“ﬁ?ng_ menyebabkan
keterlambatan dan / atau terhentinya pembangunan proyek ini. @ hﬁ/
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Apabila serah terima fisik menjadi mundur dikarenakan kondisi butir i-iii,
Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas

mundurnya serah terima fisik tersebut dan Pihak Kedua tidak akan menuntut

“kerugian yang diderita karenanya,
Penyerahan mana wajib diterima oleh Pihak Kedua dan akan dinyatakan
dalam suatu Berita Acara Serah Terima.

b. Apabila dalam wakiu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan untuk
serah terima Satuan Rumah Susun ternyata Pihak Kedua tidak datang dan
tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima karena sebab/alasan
apapun, maka Pihak Kedua dianggap menyetujui bahwa penyerahan Satuan
Rumah Susun telah dilakukan dan diterima oleh Pihak Kedua dalam kondisi
atau bentuk yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima dengan segala
konsekuensi dan resikonya pada hari ke 7 (tujuh) setelah tanggal surat
pemberitahuan tersebut dan dalam hal demikian bukti pengiriman surat
pemberitahuan untuk melaksanakan serah terima Satuan Rumah Susun
tersebut dianggap merupakan bukti yang cukup, dan Pihak Kedua dengan ini
memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Pihak Pertama
unfuk dan atas nama Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Serah
Terima. Pihak Kedua dengam ini tidak akan menuntut atas pelaksanaan
kuasa ini dan oleh karenanya membebaskan Pihak Pertama dari segala
tuntutan dan akibat pemberian kuasa ini.

c. Tanpa mengurangi pengecualian dalam Pasal 5 ayat 2 (a) butir i — iii, apabila
Pihak Pertama tidak dapat melakukan serah terima fisik dan bertahap mulai
Tanggal Serah Terima, maka: '

i. dalam hal Pihak Kedua belum melunasi Harga Pengikatan pada Tanggal
Serah Terima, maka terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal pelunasan
Harga Pengikatan, Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1%, (satu permil) per hari dengan maksimal denda sebesar 3%
(tiga persen) dari sisa pekerjaan yang harus diselesaikan.

ii. dalam hal Pihak Kedua telah melunasi Harga Pengikatan sebelum
Tanggal Serah Terima, maka terhitung 6 (enam) bulan setelah Tanggal
Serah Terima, Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1%, (satu permil) per hari dengan maksimal denda sebesar 3%
(tiga persen) dari sisa pekerjaan yang harus diselesaikan.

Apabila Pihak Pertama telah siap menyerahkan Satuan Rumah Susun sebelum
batas waktu Tanggal Serah Terima dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a di atas, maka
Pihak Pertama akan memberitahukan tentang hal tersebut kepada Pihak Kedua
dan Pihak Kedua wajib menerimanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima
dengan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran menurut Perjanjian
ini.

Selama Pihak Kedua belum melunasi 80% (delapan puluh persen) dari Harga
Pengikatan, premi asuransi bangunan, denda, biaya — biaya (termasuk Biaya
Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan) dan kewajiban pembayaran lain,
sekalipun Pihak Kedua telah menerima Penyerahan Satuan Rumah Susun
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 3 di atas,
kunci — kunci dari bangunannya tetap dipegang dan disimpan oleh Pihak
Pertama. Bilamana Pihak Kedua hendak melakukan pembersihan, perbaikan
atau renovasi terhadap bangunannya, maka Pihak Kedua dapat meminjam kunci

— kuncinya dari Pihak Pertama. %,/




. Jika Pihak Pertama telah menyelesaikan bangunannya, sedangkan Pihak Kedi

telah membayar kepada Pihak Pertama:

a. 80% (delapan puluh persen) dari Harga Pengikatan, berikut seluruh denda-
denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lain yang terhutang (kalau
ada); dan

b. premi asuransi menurut ketentuan Pasal 6 ayat 4 Perjanjian ini; maka atas
pertimbangan dan ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama atau
berdasarkan perjanjian tertulis (akta) dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
dapat menempati atau menghuni Satuan Rumah Susun.

Pasal 6
Masa Garansi dan Pemeliharaan

Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap segala kerusakan akibat dari

- kesalahan konstruksi atas Satuan Rumah Susun selama 90 (sembilan puluh) hari

kalender terhitung sejak Tanggal Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini (“Masa Garansi”), kecuali
kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Kedua sendiri atau
Force Majeure. Setelah lewat waktu tersebut setiap kerusakan dan perbaikannya
bukan merupakan tanggung jawab dari Pihak Pertama.

Permintaan perbaikan atas segala kerusakan akibat kesalahan konstruksi atas

Satuan Rumah Susun dalam Masa Garansi wajib diajukan secara tertulis oleh

Pihak Kedua dengan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Pihak Pertama
dan dibatasi pada disain dan spesifikasi Satuan Rumah Susun.

Apabila Pihak Pertama telah selesai melakukan perbaikan, maka Pihak Kedua
wajib menandatangani berita acara perbaikan yang disiapkan oleh Pihak
Pertama. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan
dari Pihak Pertama bahwa perbaikan telah selesai, Pihak Kedua tidak
menandatangani berita acara perbaikan tersebut, maka Pihak Kedua dengan ini
sekarang untuk pada waktunya nanti memberikan kuasa khusus kepada Pihak
Pertama dan Pihak Pertama berhak dan sekaligus merupakan kuasa dari Pihak
Kedua untuk menandatangani berita acara perbaikannya pada hari ke-7 (tujuh)
tersebut. Terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara perbaikan
tersebut, Pihak Kedua dianggap telah menerima perbaikannya. Pihak Kedua
dengan ini tidak akan menuntut atas pelaksanaan kuasa ini dan oleh karenanya
membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan akibat pemberian kuasa
ini.

. Terhitung mulai Tanggal Serah Terima Satuan Rumah Susun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini, maka segala
risko dan tanggung jawab Satuan Rumah Susun, termasuk kewajiban
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Pemeliharaan, Biaya
Penggunaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan telepon, listrik,
air dan tempat parkir) dan lain-lain, serta pemeliharaannya beralih menjadi beban
dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua.

. Selama seluruh Harga Pengikatan dan kewajiban pembayaran lainnya

berdasarkan Perjanjian ini belum dilunasi oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua
wajib mengasuransikan bangunannya terhitung sejak Tanggal Serah Terima
Satuan Rumah Susun, kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak

Pertama dan terhadap segala bahaya dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan % QL



oleh Pihak Pertama. Polis asuransi harus mencantumkan klausul klaim
pertanggungan untuk kepentingan Pihak Pertama dan disimpan oleh Pihak
Pertama.

Pasal 7
Penggunaan

Pihak Kedua wajib menggunakan Satuan Rumah Susun sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang dan
peraturan perundang - undangan yang berlaku. Segala akibat yang timbul karena
penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi resiko dan
tanggungan Pihak Kedua. Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama
dari setiap akibat yang timbul atau mungkin timbul (termasuk namun tidak
terbatas pada akibat hukum} sebagai akmat dari penggunazan yang tidak sesuai
dengan peruntukannya tersebut.

. Selama Pihak Kedua karena sebab/alasan apapun juga masih belum
menyelesaikan (melunasi) seluruh Harga Pengikatan, denda-denda, biaya-biaya
(termasuk Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan) dan kewajiban
pembayaran lain yang terhutang kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak
akan dan tidak boleh (dilarang) mengalihkan, menyewakan, meminjamkan, atau
menyerahkan/ membiarkan untuk dipergunakan atau dikuasai oleh pihak
lain/ketiga, atau menjaminkan/mempertanggungkan, dengan cara dan bentuk
apapun kepada pihak lain atas seluruh atau sebagian Satuan Rumah Susun,
tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak Pertama.

. Apabila larangan ini dilanggar, maka Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama
dan / atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama selaku Badan Pengelola
dapat membatalkan Perjanjian ini dan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh
Pihak Kedua menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya dan segala tindakan
hukum yang dilakukan oleh Pihak Kedua berkenaan dengan Unit Satuan Rumah
Susun adalah tidak sah dan tidak mengikat Pihak Pertama.

Pasal 8
Perubahan Bangunan

. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian ini, selama Pihak Kedua
belum menyelesaikan (melunasi) seluruh Harga Pengikatan, denda-denda,
biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain dalam Pasal 3 dan Pasal
4 Perjanjian ini kepada Pihak Pertama, maka tanpa persetujuan tertulis Pihak
Pertama terlebih dulu Pihak Kedua tidak akan dan tidak diperbolehkan (dilarang)
melakukan perubahan konstruksi, perubahan bentuk atau perubahan yang
bersifat bagaimanapun juga atas Satuan Rumah Susun.

. Jika atas Satuan Rumah Susun dilakukan perubahan yang bersifat
bagaimanapun juga oleh Pihak Kedua, maka Masa Garansi dan Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi tidak berlaku dan segala akibat
dan risiko sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk perubahan ljin
Mendirikan Bangunannya, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab
Pihak Kedua, dan mengenai hal-hal tersebut Pihak Pertama dibebaskan oleh
Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga.
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Pasal 9
Jaminan Pihak Pertama

Pihak Pertama dengan ini menanggung dan menjamin Pihak Kedua bahwa:

1.

Satuan Rumah Susun dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak Pertama dan
Pihak Pertama berhak dan berwenang penuh untuk mengikatkan dan menjual
Satuan Rumah Susun kepada Pihak Kedua;

Satuan Rumah Susun tidak sedang tersangkut atau terancam dalam sengketa,
bebas dari sitaan, dan belum dijual kepada pihak lain, sehingga Pihak Kedua
tidak mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang mempunyai hak terlebih
dahulu atau turut mempunyai hak atas Satuan Rumah Susun tersebut:

dan karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan
atau gugatan hukum terhadap hal tersebut di atas.

Pasal 10
Jaminan Pihak Kedua

Pihak Kedua dengan ini menjamin Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua :

1.

Melaksanakan kewajiban untuk melunasi Harga Pengikatan sesuai dengan cara-
cara dan syarat-syarat Perjanjian ini dan karenanya tidak akan menuntut atau
mengajukan gugatan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan tindakan-
tindakan yang dilakukan cleh Pihak Pertama sebagai akibat dari kelalaian Pihak
Kedua melakukan kewajiban pembayaran.

Tidak akan merubah dan/atau menambah bagian struktural dan konstruksi unit
Satuan Rumah Susun, warna dan bentuk railling, warna jendela dan dinding
bagian luar bangunan.

Tidak akan melanggar ketentuan tentang peruntukan/penggunaan unit Satuan
Rumah Susun untuk tujuan komersial tetapi tidak terbatas pada kantor, restoran,
toko, mini market, musik hidup, karaoke, bar dan lain-lain. Apabila Pihak Kedua
melakukan tindakan tersebut, maka Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa
kepada Pihak Pertama atau Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan
Penghuni setelah perhimpunan tersebut terbentuk, untuk nanti pada waktunya
berhak untuk mematikan aliran listrik, sambungan telepon ataupun membayar
kerugian dari pihak manapun juga sebagai akibat dari penyalahgunaan Satuan
Rumah Susun.

Memenuhi syarat untuk memiliki unit Satuan Rumah Susun berdasarkan hukum
yang berlaku di Indonesia. Apabila Pihak Kedua ternyata tidak memenuhi syarat
untuk memiliki unit Satuan Rumah Susun, maka segala akibat yang timbul
menjadi tanggungan Pihak Kedua sendiri yang dengan ini membebaskan Pihak
Pertama dari tanggung jawab tersebut dan apabila karena hal tersebut timbul
kerugian di Pihak Pertama, maka segala kerugian tersebut menjadi beban
tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua dan oleh karenanya kerugian Pihak

Pertama harus dibayarkan oleh Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari setelah %

diminta oleh Pihak Pertama.
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Pasal 11
Pajak-Pajak dan-Biaya-Biaya

1., Terhitung mulai Tanggal Serah Terima Satuan Rumah Susun berdasarkan
Perjanjian ini, maka seluruh pajak, iuran, retribusi dan beban-beban lain yang
terhutang bertalian_dengan Satuan Rumah Susun dan penyerahannya kepada
Pihak Kedua, termasuk tapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), dan beban-beban lain yang dipungut oleh pihak yang berwenang, menjadi

beban dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua.

2. Seluruh tagihan/biaya penggunaan listrik, air dan telephone terhitung mulai saat
sambungan/instalasinya terpasang pada Satuan Rumah Susun dan
tagihan/biaya lain yang termasuk dalam Biaya Penggunaan serta Biaya
Pemeliharaan, menjadi beban dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua.

3. Jika karena suatu peraturan, ketentuan atau keadaan tertentu, Pihak Pertama
telah membayar lebih dulu (namun Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk
melakukan hal tersebut) suatu pajak, iuran, retribusi, biaya, ongkos maupun
kewajiban pembayaran lainnya yang merupakan beban dan tanggung jawab
Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib melunasi pembayaran dimaksud dengan
seketika dan sekaligus lunas kepada Pihak Pertama atas pemberitahuan
pertama dari Pihak Pertama.

4. Jika di kemudian hari terbit peraturan perpajakan baru yang menyangkut subyek
dan obyek dalam Perjanjian ini, maka beban kewajiban yang timbul berdasarkan
peraturan perpajakan yang baru tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 12
Pengakuan Hak

Mengenai Satuan Rumah Susun dan segala hal yang berhubungan dengan Satuan
Rumah Susun, Pihak Pertama hanya mengakui Pihak Kedua sebagai pihak dalam
Perjanjian ini dan karena itu Pihak Pertama hanya mengakui hak dan kepentingan
Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini atau hak dan kepentingan pihak ketiga yang
secara sah menerima pengalihan dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam
Perjanjian ini. Pihak Pertama tidak berkewajiban melayani dan berhubungan dengan
pihak(-pihak) lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak, baik
yang secara langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan Pihak Kedua maupun
Satuan Rumah Susun ini, selain Pihak Kedua atau pihak ketiga yang sah dan
disetujui oleh Pihak Pertama.

Pasal 13
Pengalihan Hak

1. Dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Pihak Pertama tidak
berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apapun atas Satuan
Rumah Susun kepada pihak lain, kecuali dalam hal pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 5 atau Pasal 15 ayat 3 Perjanjian
ini.

2. Pengalihan hak-hak dan tanggung jawab atas seluruh atau sebagian Satuan
Rumah Susun berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga hanya dapat

i/
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dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapat fiin atau persetujuan tertu
Pihak Pertama dengan mengajukan surat permphonan yang ditujukan kepada
Pihak Pertama 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

ljin atau persetujuan tersebut hanya akan diberikan oleh Pihak Pertama setelah
Pihak Kedua membayar lunas kepada Pihak Pertama terlebih dulu biaya
administrasi menurut Pasal 13 ayat 3 Perjanjian ini, seluruh Harga Pengikatan,
denda, pajak-pajak, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lain yang terhutang
(kalau ada) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Untuk pengalihan hak dan tanggung jawab atas Satuan Rumah Susun kepada
pihak ketiga dimaksud, maka Pihak Kedua dikenakan penggantian biaya
administrasi sebesar 6% (enam persen) dari Harga Pengikatan dalam Pasal 3
ayat 1 Perjanjian ini (sebelum dikurangi diskon). Seluruh pajak dan biaya serta
resiko yang timbul akibat pengalihan hak termasuk PPN yang harus dibayar
kembali oleh pihak yang menerima pengalihan ditanggung dan wajib dibayar
Pihak Kedua. *

Jika Pihak Kedua mengalihkan hak-hak dan tanggung jawab tersebut kepada
pihak ketiga secara tidak sah atau tanpa ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari
Pihak Pertama, maka perjanjian pengalihan hak dengan pihak ketiga tersebut
tidak berlaku dan tidak mengikat Pihak Pertama.

Pasai 14
Keterikatan Pihak Yang Menerima Pengalihan Hak Dari Pihak Kedua

Pihak(-pihak) yang menerima pengalihan atau menggantikan seluruh hak dan
tanggung jawab atas Satuan Rumah Susun dari Pihak Kedua karena sebab atau
alasan apapun, secara otomatis tunduk dan terikat sepenuhnya pada seluruh
ketentuan dalam Perjanjian ini tanpa kecuali, namun dengan tidak mengurangi
kewajiban dari Pihak Kedua untuk menegaskan keterikatan tersebut dalam
perjanjian mengenai pengalihan hak dan tanggung jawab yang bersangkutan dan
kewajiban melunasi jumlah sisa pembayaran Pihak Kedua yang belum dilunasi
kepada Pihak Pertama.

Setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk
kepentingan kedua belah pihak dalam Perjanjian ini dan para ahli waris dan/atau
penerima/pengganti hak dari masing-masing pihak.

Dalam hal Pihak Kedua meninggal dunia atau bubar/dibubarkan sebelum
penandatanganan akta jual beli, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak meninggal atau bubar/dibubarkannya Pihak Kedua, (para) ahli waris atau
penerima/pengganti hak yang sah dari Pihak Kedua wajib memberikan kepada
Pihak Pertama bukti keterangan waris dan atau alat bukti yang sah dan cukup
lainnya yang menunjukkan keabsahannya sebagai (para) ahli waris atau
penerima/pengganti yang sah, serta tetap berkewajiban untuk melanjutkan
pelaksanaan Perjanjian ini. Segala kewajiban dan biaya yang mungkin timbul
berkenaan dengan pengalihan hak dimaksud di atas menjadi beban dan wajib
ditanggung oleh (para) ahli waris atau penerima/pengganti hak dari Pihak Kedua. @&k
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\Pasal 15
Pembatalan

Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali pembatalan
perjanjian oleh Pihak Pertama karena terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat 4 atau Pasal 4 ayat 5 Perjanjian ini atau Pembatalan yang
disebabkan pelanggaran salah safu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini
oleh Pihak Kedua.

Mengenai pembatalan perjanjian oleh Pihak Pertama dengan cara tersebut,
kedua belah pihak telah setuju untuk melepaskan (mengesampingkan) ketentuan
yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian ini oleh Pihak Pertama berdasarkan

ketentuan Pasal 4 ayat 4 atau Pasal 4 ayat 5 Perjanjian ini atau Pembatalan

vang disebabkan pelanggaran salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian
ini oleh Pihak Kedua, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila Pihak Kedua telah membayar angsuran kurang dari atau sampai
dengan 50% (lima puluh persen) dari Harga Pengikatan, maka seluruh
pembayaran angsuran tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama dan
Pihak Kedua tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian
pembayaran angsuran tersebut.

b. Apabila Pihak Kedua telah membayar angsuran lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari seluruh Harga Pengikatan, maka Pihak Kedua dikenakan denda
pembatalan sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh Harga
Pengikatan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini (sebelum diskon) dan akan
diperhitungkan dengan angsuran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua.
Kelebihannya setelah dikurangi denda, biaya-biaya, pajak dan kewajiban
pembayaran lainnya dari Pihak Kedua, jika ada, akan dikembalikan oleh
Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, yang pelaksanaan pembayarannya
wajib dilakukan segera setelah Satuan Rumah Susun terjual oleh Pihak
Pertama kepada pihak lain, tanpa kewajiban Pihak Pertama untuk membayar
bunga dan/atau ganti rugi apapun kepada Pihak Kedua.

Apabila pembatalan Perjanjian ini diminta oleh Pihak Kedua dan dapat disetujui
secara tertulis oleh Pihak Pertama, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

a. Apabila Pihak Kedua telah membayar angsuran kurang dari atau sampai
dengan 50% (lima puluh persen) dari Harga Pengikatan, maka seluruh
pembayaran angsuran tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama dan
Pihak Kedua tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian
pembayaran angsuran tersebut.

b. Apabila Pihak Kedua telah membayar angsuran lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari Harga Pengikatan, maka Pihak Kedua dikenakan denda
pembatalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh Harga Pengikatan
dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini (sebelum diskon) dan akan diperhitungkan
dengan angsuran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua.

Kelebihannya setelah dikurangi denda, biaya-biaya, pajak dan kewajiban
pembayaran lainnya dari Pihak Kedua, jika ada, akan dikembalikan oleh
Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, yang pelaksanaan pembayarannya
wajib dilakukan segera setelah Satuan Rumah Susun terjual oleh Pihak
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Pertamw kepada pihak lain, tanpa kewajiban Pihak Pertama untuk nismt Syar
bunga dwn/atau ganti rugi apapun kepada Pihak Kedua.

Kekurangannya, jika ada, wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama dengan seketika dan sekaligus lunas atas pemberitahuan pertama
dari Pihak Pertama.

Sehubungan dengan pembatalan Perjanjian ini, penempatan Satuan Rumah
Susun yang diberikan kepada Pihak Kedua juga berakhir pula dan Pihak
Kedua harus menyerahkan Satuan Rumah Susun kepada Pihak Pertama
dalam keadaan baik dan layak huni dan selanjutnya Pihak Pertama berhak
untuk mengalihkan Satuan Rumah Susun kepada pihak ketiga dengan syarat
dan kondisi sebagai berikut :

() Apabila Satuan Rumah Susun dialihkan (terjual) dengan harga yang
ditentukan dan disetujui Pihak Pertama dalam menjual kembali Satuan
Rumah Susun kepada Pihak Ketiga, harga mana merupakan harga pokok
Satuan Rumah Susun sebelum dikenakan pajak yang berlaku (“Harga
Penjualan Kembali”), yang lebih atau sama dengan Harga Pengikatan,
Pihak Pertama berhak untuk memotong dari Harga Pengikatan:

- Sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2
dan 3 Perjanjian ini.

- Seluruh biaya penjualan kembali (termasuk biaya untuk memperbaiki
Satuan Rumah Susun kepada kondisi untuk dijual);

dan sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua (tidak termasuk

bunga dan/atau ganti rugi apapun), apabila ada;

(i) Apabila Satuan Rumah Susun dialihkan (dijual) dengan Harga Penjualan
kembali yang kurang dari Harga Pengikatan, Pihak Pertama berhak untuk
memotong dari Harga Pengikatan:

- Sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 dan
3 Perjanjian ini;

- Seluruh biaya penjualan kembali (termasuk biaya untuk memperbaiki
Satuan Rumah Susun kepada kondisi untuk dijual);

- Selisih antara Harga Penjualan Kembali dengan Harga Pengikatan;

dan sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua (tidak termasuk

bunga dan/atau ganti rugi apapun), apabila ada;

(iify Apabila Satuan Rumah Susun tidak dapat dialihkan (dijual) setelah Pihak
Pertama melakukan usaha yang wajar untuk itu, Pihak Pertama berhak
untuk menahan seluruh uang yang telah dibayar oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama sampai dengan Satuan Rumah Susun terjual
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15.

(iv) Apabila peraturan perundangan yang berlaku mensyaratkan Pihak
Pertama melakukan pembayaran pajak yang dipungut oleh Pihak
Pertama atas jumlah yang telah dibayar oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama
tidak berkewajiban untuk mengembalikan setiap bagian dari pembayaran
yang telah dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang
dialokasikan untuk pembayaran pajak kepada kantor pajak yang
berwenang dan Pihak Kedua tidak akan menuntut pengembalian tersebut
Pengembalian uang tersebut, apabila ada, hanya akan dilakukan oleh
Pihak Pertama setelah Pihak Pertama menerima secara penuh Harga
Penjualan Kembali dari Pihak Ketiga.
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(v) Ketentuan dalam Pasal 15 ayat 4 ini tetap berlaku meskipun terjadi
pengakhiran atas Perjanjian ini karena sebab apapun juga dan karenanya
wajib dipatuhi oleh setiap pihak. Ketentuan dalam pasal 15 ayat 4 ini tidak
akan menghalangi Pihak Pertama untuk melaksanakan setiap hak — hak
lain yang dimilikinya berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia
terhadap Pihak Kedua.

Pasal 16
Pengosongan

. Jika Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 4 atau Pasal 4 ayat 5
Perjanjian ini atau karena sebab/alasan apapun menjadi batal atau dibatalkan,
maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai
tanggal surat pemberitahuan dengan surat tercatat sebagaimana dalam Pasal 21
Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh Satuan Rumah Susun
dalam keadaan baik dan lengkap (berikut kunci-kuncinya), serta dalam keadaan
kosong, dalam arti tidak dihuni/ditempati atau dikuasai oleh pihak mana manapun
juga karena sebab/alasan apapun.

- Untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua menyerahkan Satuan Rumah
Susun dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua
dikenakan denda pengosongan sebesar 1% (satu permil) per hari tanpa batas
dari seluruh Harga Pengikatan.

. Jika dalam 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan
tersebut di atas Pihak Kedua tidak menyerahkan Satuan Rumah Susun dalam
keadaan kosong kepada Pihak Pertama sebagaimana mestinya, maka Pihak
Kedua dengan ini sekarang untuk pada waktunya nanti memberikan kuasa
khusus dan sepenuhnya kepada Pihak Pertama untuk mengosongkan sendiri
dan mengeluarkan barang-barang yang terdapat dalam Satuan Rumah Susun
tersebut dan menempatkannya dimanapun juga menurut pendapat Pihak
Pertama sendiri serta mengambil kembali Satuan Rumah Susun ke dalam
penguasaan Pihak Pertama dari pihak manapun, jika perlu dengan bantuan dari
pihak/instansi yang berwenang/berwaijib, semuanya atas beban dan tanggungan
Pihak Kedua. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Pertama berhak pula
untuk memperhitungkan dan menagih kepada Pihak Kedua denda pengosongan
berdasarkan Pasal 16 ayat 2 di atas berikut biaya-biaya yang mungkin akan
timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengosongan Satuan Rumah Susun.

. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengosongan Satuan

Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, kedua belah pihak
sepakat untuk melepaskan (mengesampingkan) semua peraturan atau
ketentuan, baik sekarang maupun di kemudian hari akan ada, yang mewajibkan
adanya bantuan atau kewenangan dari pihak/instansi yang berwenang/berwajib
dalam melaksanakan pengosongannya. Oleh karenanya Pihak Pertama (atau
kuasanya) berhak untuk melakukan pengosongan dan pengambilan kembali
Satuan Rumah Susun dengan atau tanpa bantuan dari pihak/instansi yang
berwenang/berwajib, semuanya atas biaya dan risiko yang wajib ditanggung oleh
Pihak Kedua. Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari setiap
akibat yang timbul atau mungkin timbul (termasuk namun tidak terbatas pada
akibat hukum) sebagai akibat dari pengosongan Satuan Rumah Susun
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. - 3\76
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5. Apabila terjadi pengosongan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud
pasal ini maka Pihak Kedua dengan ini melepaskan Pihak Pertama dari segala
tuntutan / gugatan/ tanggung jawab hukum dari Pihak Kedua maupun pihak
ketiga lainnya.

Pasal 17
Penandatanganan Akta Jual Beli

1. Kedua belah pihak dengan ini berjanji dan saling mengikatkan diri untuk
melangsungkan dan menandatangani akta jual beli mengenai Satuan Rumah
Susun di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang yang ditunjuk
oleh Pihak Pertama, segera setelah:

a. Rumah Susun Signature Park (dan Satuan Rumah Susun) telah selesai
dibangun seluruhnya;

b. Pihak Kedua telah membayar lunas seluruh Harga Pengikatan berikut seluruh
denda, premi asuransi bangunan, biaya-biaya (termasuk Biaya Pemeliharaan
dan Biaya Penggunaan) dan kewajiban pembayaran lainnya (kalau ada) yang
harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menurut Perjanjian
ini;

c. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atas nama Pihak Pertama
tefah diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah diterima oleh Pihak
Pertama; dan :

d. Pihak Kedua membayar biaya akta jual beli dan biaya balik nama sertipikat

serta biaya lainnya, termasuk tapi_tidak terbatas pada biaya-biaya yang
tercantum dalam Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini.

2. Pada waktu melangsungkan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
Pihak Kedua wajib untuk membawa dan memperlihatkan asli Perjanjian ini
berikut kuitansi-kuitansi atas pelunasan seluruh Harga Pengikatan, biaya-biaya
dan kewajiban pembayaran lainnya dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
berdasarkan Perjanjian ini, serta melengkapi semua akta, dokumen maupun
surat lainnya yang diperlukan.

3. Pengurusan sertipikat induk, pemecahan dan balik nama Sertipikat Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun atas namia Pihak Kedua wajib dilaksanakan oleh Pihak

P Pihak Kedua wajib memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk
pengurusan tersebut, termasuk kelengkapan akta, surat, dokumen maupun surat
lainnya.

4. Apabila Pihak Kedua tidak melangsungkan dan menandatangani akta jual beli
dan melengkapi semua akta, dokumen maupun surat lainnya yang diperiukan
untuk kelengkapan pembuatan/penandatanganan akta jual beli dimaksud dalam
waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak
Pertama, maka segala akibat dan risiko karena tertundanya penandatanganan
akta jual beli tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dan
Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama sejumlah biaya yang
ditentukan oleh Pihak Pertama karena tertundanya penandatanganan akta jual
beli tersebut.

5. Apabila di kemudian hari atas perjanjian dan pendaftaran peralihan haknya di
Kantor Pertanahan dikenakan tambahan pajak atau retribusi/pungutan/biaya
apapun dari instansi yang berwenang, maka tambahan pajak atau ﬁ&/
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Pasal 18
Pembelian Secara Angsuran

Dalam hal Satuan Rumah Susun dibeli secara angsuran, Pihak Pertama berhak
pada setiap waktu untuk mengadakan suatu persetujuan dengan pihak ketiga
(termasuk bank) dimana pihak ketiga tersebut akan menggantikan kedudukan Pihak
Pertama untuk menerima uang angsuran dari Pihak Kedua dengan mempergunakan
syarat-syarat yang sama dengan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini terutama
mengenai jangka waktu/lamanya pembayaran uang angsuran yang tidak akan
mempengaruhi besarnya uang angsuran yang harus dibayar oleh Pihak Kedua tiap-
tiap bulannya. Penggantian kedudukan Pihak Pertama tersebut dilakukan dengan
cara pihak ketiga tersebut melunasi seluruh hutang Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama dan Pihak Kedua setuju dan mengikatkan dirinya untuk tunduk pada
perjanjian dengan pihak ketiga tersebut. Atas tagihan-tagihan atau piutang-piutang
Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak pada setiap waktu untuk
menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara lain apapun memindahkan
tagihan atau piutang tersebut kepada pihak ketiga tanpa kecuali serta tidak terbatas
pada bank-bank maupun lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lainnya.
Sehubungan dengan penjualan, pengalihan dan penjaminan atau pemindahan
tagihan atau piutang Pihak Pertama tersebut. Pihak Kedua dengan ini setuju Pihak
Pertama, tanpa persetujuan Pihak Kedua, berhak memindahkan kepada pembeli
atau penerima pengalihan tagihan atau piutang tersebut semua kuasa vang
diberikan Pihak Kedua berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian ini untuk
dijalankan pembeli atau penerima pengalihan tagihan atau piutang tersebut demi
kepentingan pembeli atau penerima pengalihan tagihan atau piutang fanpa
pembatasan apapun, termasuk kuasa memasang atau menyesuaikan pemberian
jaminan fidusia menurut ketentuan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.

Pasal 19
Bukti Kelalaian

Jika dalam Perjanjian ini ditetapkan waktu untuk suatu kewajiban pembayaran dari
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan lewatnya waktu saja telah
menjadi bukti yang cukup atas kelalaian Pihak Kedua sehingga tidak diperlukan
pemberitahuan, peringatan atau somasi apapun dan tanpa diperlukan putusan dari
pengadilan, yang semuanya dengan ini secara tegas dikesampingkan oleh Pihak
Kedua.

Pasal 20
Force Majeure

1. Force Majeure dalam Peranjian ini berarti peristiwa yang terjadi di luar
kekuasaan manusia normal untuk mencegahnya termasuk akan tetapi tidak
terbatas pada kecelakaan, bencana alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir,
ledakan, pemogokan masal, perang, pemberontakan, kerusuhan, kelangkaan

- bahan baku, embargo, krisis moneter, perubahan peraturan perundang-

undangan, perubahan kebijakan pemerintah, dan peristiwa Ia7>apun di luar
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kekuasaan Pihak Pertama yang menyebabkan Pihak Pertama tidak fapat
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk peristiwa-
peristwa yang walaupun masih dalam kemampuan Pihak Pertama untuk
mencegahnya, namun akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi
Pihak Pertama.

. Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure yang mengakibatkan Pihak
Pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam
Perjanjian ini, atau apabila Force Majeure tersebut menyebabkan pekerjaan
Pihak Pertama tertunda, maka kewajiban Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian
ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selama berlangsungnya keadaan
Force Majeure tersebut tanpa mengurangi kewajiban Pihak Kedua berdasarkan
Perjanjian ini.

. Apabila sebagai akibat dari Force Majeure tersebut pembangunan Rumah Susun
Signature Park seluruhnya atau sebagian musnah, maka Pihak Kedua akan
menunjuk dan memberi hak kepada Pihak Pertama untuk melakukan
pembangunan kembali Rumah Susun Signature Park. Demikian dengan
ketentuan bahwa biaya pembangunan kembali tersebut sepenuhnya didasarkan
atas jumlah uang klaim yang diperoleh dari perusahaan asuransi. Apabila
perusahaan penilai yang ditunjuk oleh kedua belah pihak menilai bahwa
pembangunan tidak dapat dilanjutkan oleh karena kekurangan santunan asuransi
tersebut, maka Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan
kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua terbatas pada pembayaran
santunan tersebut kepada Pihak Kedua dan seluruh pihak yang akan menjadi
pembeli dan pemilik Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Signature Park
sesuai perbandingan luas Satuan Rumah Susun yang dimilikinya dan selanjutnya
Pihak Pertama bebas dari segala tanggung jawab dan kewajiban terhadap Pihak
Kedua.

Pasal 21
Pemberitahuan

. Setiap berita atau pemberitahuan kepada para pihak dalam Perjanjian ini
disampaikan dengan surat secara pribadi (dengan suatu tanda penerimaan),
surat tercatat, surat kawat atau telex dengan memakai alamat sebagaimana
diuraikan dalam Lampiran | Perjanjian ini.

. Jika terjadi perubahan dari alamat yang fercantum dalam Pasal 21 ayat 1 di atas,
maka pihak yang berubah atau mengubah alamatnya tersebut wajib untuk
memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh)
hari setelah perubahan itu terjadi atau dilakukan.

Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan
kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan pihak yang
berubah atau mengubah alamatnya tersebut.

Pasal 22
Penyelesaian Perselisihan

. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam
pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara
musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Apabila penyelesaian secara
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Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah
pihak memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 23
Ketentuan-Ketentuan Lain

Pengelolaan Sementara, Biaya Pemeliharaan, Biaya Penggunaan dan Anggaran
Dasar:

a.

Pihak Kedua setuju menerima Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk
oleh Pihak Pertama sebagai pengelola sementara Rumah Susun Signature
Park selama Perhimpunan Penghuni belum terbentuk secara sah dan belum
menunjuk pengelola Rumah Susun Signature Park dan belum melaksanakan
tugasnya sesuai Anggaran Dasar.

Besamnya Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan akan ditentukan
kemudian, dan dapat ditinjau kembali dan diubah dari waktu ke waktu oleh
Pihak Pertama sebagai pengelola sementara untuk disesuaikan dengan
terjadinya perubahan biaya operasional atas komponen Biaya Pemeliharaan
dan Biaya Penggunaan.

Pihak Kedua wajib membayar Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan di
muka minimal 3 (tiga) bulan sekaligus per unit Satuan Rumah Susun.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Pihak Kedua belum
Jjuga melunasi pembayaran Biaya Pemeliharaan maupun Biaya Penggunaan
yang telah jatuh tempo dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 23 ayat
1 huruf ¢ di atas, Pihak Pertama selaku pengelola sementara berhak
mengambil tindakan-tindakan yang dianggap baik dan menerapkan sanksi-
sanksi berupa penghentian atau pembatasan terhadap fasilitas yang
diberikan berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun Signature Park,
termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemutusan aliran listrik, air dan
lain-lain.

Untuk pelaksanaan Pasal 23 ayat 1 huruf ¢ dan Pasal 23 ayat 1 huruf d
Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini sekarang untuk pada waktunya nanti
memberikan kuasa khusus kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak
dan sekaligus merupakan kuasa penuh dari Pihak Kedua untuk melakukan
pemutusan aliran listrik dan air, singkatnya melakukan setiap dan segala
perbuatan/tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang diatur
dalam Pasal 23 ayat 1 huruf ¢ dan Pasal 23 ayat 1 huruf d Perjanjian ini, tidak
ada yang dikecualikan. Pihak Kedua dengan ini tidak akan menuntut atas
pelaksanaan kuasa ini dan oleh karenanya membebaskan Pihak Pertama
dari segala tuntutan dan akibat pemberian kuasa ini.

Apabila Biaya Pemeliharaan maupun Biaya Penggunaan telah dibayar
kembali oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan menyambung kembali
aliran listrik dan air di dalam Satuan Rumah Susun setelah Pihak Kedua
membayar biaya re-akfifasi listrik dan air kepada Pihak Pertama yang
besarnya akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama atau pihak lain yang
ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagai pengelola sementara.

Sejak Tanggal Serah Terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pihak
Kedua wajib mengasuransikan Satuan Rumah Susun dari segala risiko
termasuk pertanggungan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga
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yang diakibatkan oleh kejadian di dalam Satuan Rumah Susun (third party
liability).

h. Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagai
pengelola sementara Rumah Susun Signature Park setelah Perhimpunan
Penghuni terbentuk secara sah dan mampu menjalankan tugas-tugasnya
sebagaimana vyang diatur dalam Anggaran Dasar, mempunyai hak
sepenuhnya untuk menerima atau menolak penunjukkan sebagai pengelola
Rumah Susun Signature Park.

Pihak Kedua menyetujui bahwa karena Satuan Rumah Susun merupakan bagian

dari Rumah Susun Signature Park, maka Pihak Kedua wajib:

a. membayar Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan kepada pengelola
(sementara) Rumah Susun Signature Park, sesuai tarif umum yang
ditetapkan dari waktu ke waktu oleh pengelola (sementara).

b. Tunduk dan mematuhi setiap ketentuan dalam Tata Tertib Penghunian,
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lingkungan/kawasan
Rumah Susun Signature Park dan peraturan lainnya yang ditetapkan dan
diberlakukan secarza umum oleh pengelola (sementara), termasuk yang
berkaitan dengan pengaturan, pengelolaan, perparkiran, dan hal-hal lain yang
bertalian dengan Rumah Susun Signature Park, berikut perubahan-
perubahannya di kemudian hari sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

. Sepanjang tidak atau belum diatur (lain) di dalam akta jual beli dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan tata tertib lingkungan/kawasan serta
peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola, maka segala sesuatu yang
diatur dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak serta
para ahli waris dan/atau penerima/pengganti hak dari masing-masing pihak.

. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian ini, jika Satuan
Rumah Susun akan disewakan, dipinjamkan, atau diserahkan atau untuk
dipergunakan atau dikuasai oleh pihak lain/ketiga, maka pihak ketiga tersebut
terikat pada ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan bangunan dan tata
tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 23 ayat
2 Perjanjian ini, dengan syarat Pihak Kedua wajib terlebih dulu menegaskan
keterikatan pihak ketiga tersebut dalam perjanjian yang bersangkutan serta tanpa
mengurangi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua terhadap Pihak
Pertama menurut Perjanjian ini.

. Dalam hal diperlukan kuasa oleh Pihak Pertama unfuk menjalankan hak-haknya
terhadap Pihak Kedua berkenaan dengan Perjanjian ini, maka kuasa tersebut
kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian ini, oleh karena itu
tidak diperlukan lagi kuasa khusus yang tersendiri. Setiap dan seluruh kuasa
yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam Perjanjian ini
merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini,
diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali, dibatalkan
atau berakhir karena alasan-alasan apapun, termasuk alas@n-alasan yang
termuat dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Pihak Kedua selanjutnya berjanji dan mengikatkan diri untuk mensahkan semua
perbuatan (tindakan) hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama (kuasanya) dan
membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan/gugatan hukum apapun dari
pihak manapun sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini. @ %



._‘r.;{.'c_‘ii;a gamar 28E/LZ00.

: Lhial
1 Sides

fiian i—’wﬂglaq’f £

ﬁ%‘! T2/E2010 ind kenae _:s

r_gerta Hulkum, Notaris

zte ndatangan dibawah ini, HIZMELINA S i
nerangkan bahwa says islah m %3:{3*:3:‘; dan menielas kai‘a dengan

1 Susun Signshrs Park Na

!:L%EﬁeﬂE?H i&HE
, herem P att

yakaila f:-la::i;a i::ﬂ _;L*n
:'i!.é Tands

?'i.ﬂ
&

1 N ‘Eﬁﬁz"ﬂ’ & DEWARGGA =
b4 Hgfi:m: 15461, Rarvawan BURN,
nomeor @ 327512040858 10007
Esgduanya Warga M
Banedok

dgtisy }l;r"i! Hinl

berlempal linggal di Kola Bekasi
Teicmggq {inq, Fukun W{;r{iq !’!l}'f"__

£ Melali, unluk sementara berada di

sudah flu para penghadap lersebhul

m ; tianjian Pengikatan Jus] beli Satuan
Rums maime Pﬁ:‘;\ G ;‘:‘& G8/12/X/2010 ini dihadapan sava,
Mataris — =

Jakaria, 16 Oktober 20190




A
6. Pihak Kedua mengakui bahwa tiada pernyataan, ketentuan atau janji yang dibuat
atau diberikan oleh atau atas nama Pihak Pertama atau wakilnya yang menjadi
dasar bagi Pihak Kedua untuk membeli Satuan Rumah Susun kecuali atas apa
yang terdapat dalam Perjanjian ini atau tercantum dalam peraturan perundang —
undangan yang tidak dapat dikecualikan.

7. Kecuali secara tegas telah diatur dalam Perjanjian ini, maka segala sesuatu yang
tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak dan sepanjang perfu akan dituangkan
dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

8. Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya, surat pesanan dan surat konfirmasi
unit pesanan yang telah ditanda-tangani sebelum tanggal Perjanjian ini
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam hal terdapat ketentuan-
ketentuan yang secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku
adalah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Demikianlah dengan maksud untuk terikat oleh hukum, setelah dibaca dan

dimengerti isinya, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian ini pada tanggal
tersebut pada awal Perjanjian ini.

Pihak Kedua: Pihak Pertama:

b
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\T DAN KETENTUAN-KETENTUAN SURAT KONFIRMASI UNIT PESANAN ’ J

arng 1 wan (“Harea Unic*y d . X s . . . -
2 a--’i’-"l' Pesanan (“Harga Unit”) dan cara pembayarannya (iermasuk jadwal pembayaran) yang lelah disepakali menpikat Pemesan dan Penerima Pesanan,
L ara Pembayaran o .

[y .
a :.:allafu !uf pembelian dilakukan secara tunai keras, tinai bcr‘nhaP tanps bunga atau seears angsuran/cicilan melalui Pencrima Pesanan atau pihak ketiga lainaya (termasuk Bank), maka Pemesan unduk
dan tenikat pada SyAral-syaral dan ke{cnman-kcwcnman yang ditetapkan oleh Penerima Pesanan, termasuk kewajiban Pemesan untuk melunasi setinp kewnjiban pembayaran (uang muka dan/nlau
““L-‘S"”'"f’m"ﬂ"] sccara tepal jumlah (lidak kurang dan 1anpa potongan apapun) dan tepal waktu (tidak melampaui tanggal jatuh tempo) sesuai jadwal pembayaran, '
Perubahan cara pembayaran hanya diperkenankan jika Pemesan mengajukan permohonan tertulis dan telah mendapat persetujuan lertulis terlebib dahulu dari Penerima Pesanan.

Pcmhaynrn\_n d:n%;an menggunakan cck/bilyel giro baru dianggap sah scielah ceksbilyet giro tersebut dapat dicairkan/diuangkan (good funds).
Pemesan tidak diperkenankan mengubal cara pemb

: ! ayaran dari tunai keras menjadi lunai bertahap tanpa bunga atau dari tunai bertahap tanpn bunga menjadi secara angsuran/cicilan melalui Pencrima
Pesannn atau pihak ketiga lainnyn (termasuk Bank) i

a n o

"
] Pemesan bersedia melunasi tunggakan pembayaean sebelumnyn (iika ada) dan membaynr seynln binya termasuk selisih harga sehubungan dengan perubahan carn pembayaran,
Neierlambatan Pembayaran

" Apnbila setelah membayar uang ianda jadi pemesannn (huoking fiv), temyata dalam waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal pembayaran hooking fee, Pemesnn tidak atau terlambai melnksanakan kewajiban

pembayaran berikuinya karcna sebab atau alasan apapun, maka Pemesan dan Penerima Pesanan sepakat dan setuju sekarany dan untuk nanti pada waklunya membatalkan secara olomalis pemesanan ini

dengan melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan seluruly pembayaran yang telah diterima oleh Penerima Pesanan atau pihak ketiga lainnya
(termasuk Bank) ||d.ni dapat ditank kembali oleh Pemesan (tidak dikembalikan) dan menjadi haknya Penerima Pesanan sebagai ganti rugi akibat pembatalan tersebut,

b l"cmes.au menyadari dan mengakui bahwa kewajiban membayar angsuran/cicilan dan/atau kewajiban pembayaran lainnya adalah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan dan merupakan
kewajiban -nglla; dan Pemesan dan karenanya Pomesan membebaskan Penerima Pesanan dari kewajiban untuk memberitahukan atau mengingatkan Pemesan dalam hal terjadi keterlambatan schingga
Pemesan setuju dan bersedia sekarang dan untuk nanti pada waktunya membayar secara penuh denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.c. dibawal ini.

¢ Apahila Pemesan nidak atau terlambat membayar atau kurang membayar angsuran/cicilan dan/atau kewajiban pembayaran lain padn 1anggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan, maka Pemesan
setuju dan bersedia sekara 1uk nanti pada waktunya membayar dendn keterlambatan sebesar 1% (satu permil) per hari keterlambatan dari jumlah angsuran/cicilan dan/atau kewnjiban pembayaran

lam yang tertunggak das 1 sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dilakukannya penbayarai secara penuli.

Apabila pemesanan batal stau dibatalkan sepibak oleh Penerima Pesanan karena kelslaian atzu kesalahan Pemesan, tenmasuk karena Pemesan memberiken keterangan yang tidak benar, atau apabila terjadi

kncﬂamba.!an pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tangga! jstuh tempo suatu angsuran atau cicilan, maka Pemesan dan Penerima Pesanan sepakal dan setuju sekarang dan

untuk nanti pada wak Penerima Pesanan berhak membatalkan secara sepihiak (dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)
permesanan alas Unit Pesa dan Pemesan bersedia dan sctuju sekarany dan untuk nanti pada wakiunya membayar ganti rugi kepada Penerima Pesanan, dengan ketentuan :

i apabila jumlah pembayaran telah dilaksanakan oleh Pemesan lebih kecil atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Harga Unit, maka seluruh uang yang telah diterima oleh Penerima
Pesanan tidak dapat ditarik kembnali olel Pemesan (1idak dikembalikan) dan menjadi hak Penerima Pesanan sebagai ganti rugi: atau

i apabila jumiah pembayaran telah dilaksanakan oleh Pemesan melebihi $0% (lima porsen) dari Harga Unit, maka Pemesan wajib membayar Penerima Pesanan denda pembatalan sebesar 40%

:cmpll p"L“h persen) dari Harga Unit, dan akan diperhitungkan dengan angsuraniciciian yang telah dibayar (setelah dikurangi PPN ynnyg telal dibayar), denda, biaya dan kewajiban pembnyaran
ainnya (jika ada)

4 Penggunann Fasilitas Kredit Bank

] Untuk proses petunasan (terlebih dahulu) atas Unit Pesanan melalui penggunaan fasilitas kreds Senk maka Pemesan diberi batas waktu sampai dengan (anggal jatuh waktu tempo yany telah ditetapkan
untuk pelunasan (sccara tunai) melalui fasiiitas kredit bank, RED

b Pembantan dan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akis jual beli, seria akad krzdit dan akia/perjanjian lain yang terkait, harus dilaksanakan sclambal-lambatnye 2 (dua) minggu
sebelum pencairan dana kredit dar bank yang ditunjuk oleh Penerina Pesanan .

¢ Pemesan menyadari dan mengakui bahwa Penerima Pesanan bertindak selaku pihak ¥ an Pemesan dengan Bank, sehingga segala akibat dan resiko yang berkaitan.dengan
permohonan dan pemberian fasilitas pinjaman dan/atan pemesanan Unil Pesanan merup /ab Pemesan sepenuhnya serta tidak dapat dikaitkan atau dibebankan kepada Penerima
Pesanan karena sebab atau alasan apapun Pemesan dengan ini membebaskan Penerima Pesanss sras sega’a skital dan resiko yang timbul sehubungan dengan fasilitas kredit Pemesan tersebut.

d :

Penerims Pesanan tidak berkewajiban untuk mencarikan ataupun menyediakan fasilitas kredit enosk =52

¢ Apabila proses penmohionan kredit ditolak oleh bank karena kesalahan alau kelalaian Pemcsan atas karzos schbablalasan apalpuu, Pemesan tetap berkewajiban membayar lunas seluruh Harga Pengikalan
berikut seluruh denda. premi asuransi, biaya-biays dan kewajiban pembayaran Iainnys yang harus $5aa Pemesan kepada Penerima Pesanan. Dengan lewatnys wakiu sebagaimana dimaksud dalam
butir 4.a. tersebut diatas maka Pemesan setupu Pen n berhak membatalkan secars sephak Un 2 gan melepaskan keten am Pasal 1265 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang
Hukuin Perdata dengan tetap memberlakukan ketentuan pasal 3¢ dan3.d.
5 Perubahan Nama Pemesan

Pes

2 Perubrhan nama Pemnesan hanya dapal dilakukan sebelum penandatanganan Akta Jual beli dihadages Poabu F
i Pemesan inengajukan permohonan tertulis kepada Penerima Pesanan dengan mengis: den menandatsngas
i Perubahan nama Pemesan hanya dapat dilakukan maksimum 2.{dua) kali;
m Pemesan harus telah membayar lunas biaya adminisiras:, seluruh angsuran yang lelah et
biayna-hiaya lainnya yang timbul schubungan dengan perubahan nama pemesan ditanggesg dan Sitayar olch
w Pemesan membehaskan dan hersedia membenkan per n baya yang telah dikclvarkas gleh Peacrurs
kemudian hari sehubungan dengan terjadinya perubahan nams Pemesan.
Pemesan setuju dan bersedia membayar biaya adminisirasi alas perubahan nama Pemesan sebessr 5% (coam persen
Rewajiban Pemesan Sebelum Serah Terima Unit Pesanan |
n Peinesan lidak diperkenankan menukarkan Unit Pesanan yang telah dipesan dengan unit lain
W ' dan/alau kewajiban pembayaran lain sebesar jumlah yang telah discpakati dan sccara lcpat wakiu,
A0, PeRATRUATAT ALl PEnguTairgas i 1y dapat mengakibatkan perubahan, baik tampak luar maupun tampak dalam dar Unil Pesanan.
n kewajiban-kewajibam titan-pen ini_kepnda orang/pibak lain {termasuk tetapi tidak terbatas
spuan tzrulis terlebih dahulu dari Penerima Pesansn. i
e WERD 2gani Perpaymes Peagiatas |

Femesan mESR DrivER ECh

T), de
Ssediakan

[

entuan sebagai berikut :
=h Penenima Pesanan;

Zpn ewazban
rmasck pemy
s3 segals toa

Sayzran lainnya yang terhutang. Seluruh pajak-pajak dan
2li PPH dan PPN atas nama Pemesan baru.
an ataupun dampak hukum yang mungkin timbul di

dari Hargs Usit sebclum dikurangi discount dan PPN,

menandatanpgani PPJB untuk dan alas nama Pemesan
! Kewajiban Pencrima Pesanan Sebelum Serah Terima Unit Pesanan;
a Penerima Pesanan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Unit Pesanan dalam kondisi (bentuk) standar yang disepakati secara teriulis oleh kedua belzh p
b Pencrima Pesanan bertangpung jawab untuk memelibara Unit Pesanan sesuai dengan kondisi (bentuk) standar yang disepakali secara tertulis oleh keduz be
Unit Pesanan, kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.c., maka tanggung jawab dan resike pemeliharaan, termasuk membayar biaya pem
tanggal yang ditetapkan dalam ijin atau persetujuan dari Pencrima Pesanan. .
) Serah Tertma Unit Pesanan
a

amzasinys, wmaka Pescnma Pesamen dikeasakan

h Pemesan dan berhak

% sampai dengan tanggal Serah Terima
zan dan pajak, hanya sampai dengan

Serali Terima Unit Pesanan secarn fisik kepada Pemesan dilakukan secara bertahap dimulai sesuai dengan jadwal yany terdapat pada bagian depan Surat Pesanan Aparemen, kecuali (i) dalam masa
pembangunan sda permintaan Pemesan yang disetujui oleh Penerima Pesanan untuk mengubah bangunannya; atau (i1} terjadi hal-hat yang berada diluar kendali atau kekuaszan Penerima Pesanan (Faorce
Algenre), atau (i) aias pertimbangan sendiri Penerima Pesanan menunda penyerahan Unit Pesanan dengan ketentuan seluruh kewajiban Pemesan kepadn Pencrima Pesanan telnh dilaksanakan
sepenubing, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunnsan seluruh Harga Unit, binya-biaya, denda-denda dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya (jika ada). Pemesan menyadari Adan setuju untuk
membebaskan Pencrima Pesanan dari scynla tuntutan apapun bila ada peraturan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan keterlambatan dan/atau terhentinya pembangunan proyc_k ini.
Apabila dalany waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan untuk serah terima temyats Pemesan tidak hadir dan/atau tidak inenandatangani Berita Acara Serah Tcr‘una ("BAST™) knl:cna
sebab atau alasan apapun, maka Pemesan dan Pencrima Pesanan sepakat dan setuju sekarang dan untuk nanti pada waktunya mengakui bahwa penyerahan Unit Pesinan telah dilakukan dan dilerima
Peimesan dalam kondisi atau bentuk yang tertera dalam BAST dengan scpala konsekuensi dan resikonya, pada hari ke-7 (tujub) setelah langgal surat pemberitahuan tersebut dan dalam hal demikian bukii
penginman menjadi bukti yang cukup dan sempuma,
Apabila Penerima Pesanan lelah menyelesaikan Unil Pesanan dan Pemesan telah membayar kepada Penerima Pesanan sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih Harga Unit, berikut seluruh denda-
denda. biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) dan premi asuransi atas Unit Pesanan telah dilunasi dan telah sesuai dengen ketentuan Penerima Pesanan, maka alas
perimbangan dan ijin tertulis tevlebih dahulu dari Pencrima Pesanan atau berdasarkan suatu perjanjian tertulis dengan bentuk, syarat-syaral dan kelentuan-kelentuan yang telah ditetapkan oleh Penerima
Pesanan. Penesan dapat menempati atau menghuni Uinit Pesanan, if
Apabila Penerima Pesanan terlambal menyerahkan Unit Pesanan dan seluruh Harga Unit telah dilunasi, maka terhitung 6 (enam bulan) sejak keterlambatannya tersebut, Penerima Pesanan dikenakan denda
Leterlambatan sebesar 1% (satu permil) per hari keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 3% (tiga persen) yang dihitung dari jumlah pembayaran Harga Unit yang diterima oleh Penerima Pesanan
dan Pemesan
\nabila terdapat perbedaan luas antara Luas Netto yang fercantum dalam Sural Pesanan Apartemen ini dengan luas dalain Sertipikal Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, maka kedus belah pihak setuju
dan sepakat untuk tidak mengadakan klaim (tuntutan atau gugatan) apapun.
cisk tanpgal BAST. maka scpala resiko dan tanggung jawab atas Unit Pesanan (lermasuk letapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, biaya-biaya (lermasuk
sacaan/maintenancy fee, listrik, air dan telephone). serta pemeliharaannya beralih menjadi beban (tanggung jawab) dan wajib dibaysr oleh Pemesan. Pemesan menyatakan tunduk dan taat
pada setiap ketentuan dan peraturan, fata tertib lingkungan & aturan yang dikeluarkan Badan Pengelola/Penerima Pesanan. .
¢ Femesan waib menandatangani Akia Perjaniian Jual beli (AJB) dihadapan Pejabat yang berwenang dalam wakiu selambat-lambainys 30 (tiga puluh) hari setelah diberitahukan oleh Penerima Pesanan,
Apabila lewar wakiu tersebut Pemesan masih belum menandatanganinys, maka Penerima Pesanan dikuasakan oleh Pemesan dan berhak menandatangani AJB tersebut untuk dan atas nama Pemesan.
9. Pembayaran
A i Semus pembayaran secara tunai atau chegue atan bilyet giro wajib dilakukan secara penuh tanpa potongan apapun dan langsung kepada dan di kantor Penerima Pesanan, yitu : PT, Tiara Sakti Mandiri,
JL MT. liaryono Kav. 22 Jakarta Sclatan No Telp. (021) 83792277 No Fax (021) 83793636 g
Pada setiap hari kerja, Senin s.d. Jumat (Jam 08.30 5.d.16.30 WIB) dan Sabtu (Jam 08.30 s.d. 14.00 WIB). Dalam hal terjadinys perubshan alamat kantor Penerima Pesanan, Penevimn Pesanan akan
memberitahukan secars termulis kepada Pemesan dan bukti pengiriman pemberitahuan tersebul menjadi bukti yang cukup dan sempurna, » i . 4
b, Peinbayaran secara transfer ditujukan kepada : PT TIARA SAKT! MANDIRI, Bank Central Asia Cabang Untar 11, A/C, 43)2221333 i b
Dengan menyebutkan naima proyek, lantai dan nomor dari Unit Pesanany dan nama Pemesan. Pembayaran secara transfer wajib dilakukait secara penuh tanpa polongan apapun. Tangpal pembayaran yang
diakui adalah tanggal efekiif diterimanya dana tersebut dalam rekening bank Penerima Pesanan, s '
Segala biaya yang timbul schubungan dengan pembayaran secara transfer (fennasuk biaya transfer) merupakan beban dan wajib dibayar oleh Pemesan, *

by

biaya pe

b Dalam hal pembayaran secara chegue dan bilyet giro, Pemesan wajib mencantumkan nama dan nomor rekening bank Penerima Pesanan peda ﬁs'k_c_'rhcqnc atau bilyet giro. Dalam hal terjadi penolakan
¢hegue atau bilyet giro yang diserahkan oleh Pemesan, maka Pemnesan setuju dan bersedia sckarang dan untuk nanti pada waklunys membayar biaya administrasi penclakan warkat sebesar Rp 100.000,-
(seratus ribu rupiah) dan binya materai untuk setiap penolakan. Biaya Materai sainpai pembayaran lunas ditanggung dan wajib dibayarkan seluruhnya oleh Pemesan.

c.

Adtas tagihan-tagilan stau piutang-piutang Penerima Pesanan kepads Pemesan, Penerima Pesanan berhak pada setinp waktu untuk menjual, inengalibkan, mcnjlmi.nkal\ atau dengan cara Jain apapun
memindahkan tagihan alau piutang terscbut kepada pihak ketiga tanpa kecuali serta tidak terbatas pada bank-bank maupun lembage keuangan atau lembaga pemb!ayann lainnya. Scl\ubungnr_\ dengan
penjualan, pengalihan dan penjaminan atau pemindahan tagihan atau piutang Penerima Pesanan tersebut, Pemesan dengan ini setuju Penerima Pesanan, lanpa persetujuan Pemesan, btrhallc mcmmdnhlkan
kepada pembeli alau penerima pengalihan tagihan atau piutang tersebut semua kuasa-yang diberikan Pemesan berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian ini untuk dijalankan pembeli atau penerima

pengalibian tagihan alau piutang tersebut demi kepentingan pembeli atau penerima pengalihan tagihan atau piutang tanpa pembatasan apapun, termasuk kuasa memasany atau menyesuaikan pemberian
jaminan fidusia menurut ketentuan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
10 Domisili Hukum

Apabela icrsad: gugal

= aiaz seagheia schubungan dengan pemesanan jni. maka Pemesan dan Pencrima Pesanan sepakal dan setuju sckarang dan untuk nanti pada waktunya menclapkan domisili hukum di

Scli (PPIB) dalam wakmu sclambat-lambamya 14 (empat
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PT. TIARA SAKTI MANDIRI

TANDA TERIMA SEMENTARA
No- (0172

. Endang

Berupa *) : N
@ Uang Tunai ssjumiah Rp, 1000-000, ey it fuplah-

Telah terima dari

......................................................................................................................................

O Bilyel Giro/Cheque sebanyak ................... Lembar dengan perincian berikut

BANK NO. BG/CHEQUE NOMINAL

..............................................................................................................................

................................................................................................................................

Pembayaran transfor ke BCA No. rek 4832222333 atas nama PT
Tiara Sakti Mandiri, Jakarta
Setiap pembayaran transfer harap dikonfirasikan via fax No. A SR b

{021) 83793636 Up. Finance
Pembayaran dengan BG/Cheque dianggap sah seteiah dana
|

dapat dicairkan/masuk ke rekening PT TIARA SAKTI MAN
| MANDIRI

- Tanda Terima Sementara (TTS) in] menjadi tidak berlakuy TIARA SAKT

sendirinya apabila tidak ditukar dengan kwitansi dalam w.
(tiga puluh) hawi sejak tanggal TTS ini. A_L
- Tanda Terima Sementara (TTS) ini harus dibawa pada saat A

. pengambilan kwitansi.
- Booking Fee tidak dapat dikembalikan. ( n

1

]
4
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PT. TLARA SAKTI MANDIR)

SURAT KONFIRMASI UNIT PESANAN

cuanoRA  MAMUmavasa @ P Anondida Oeweangga

Nama Pemesan .
Povdok  fupiunagi  Bloe . U-7 FTKW”&/@? .

Alamat Surat Menyural

st Mg BEC .

.....................................................

_ . Oma»a43 SOF /o8930I00 13
Nomor Te'epon Jf FHK R .@[...ﬁ?ﬁ?ﬁ?}.....,.......................Handphﬂne - -.....,'.g....-......”-+------

LUNIT PESANAN
Tawer Do E R
o LUBS SEMI GrOSS T eeeeeeeeeeeisrrraenenrrennnas W

No. Unit
(.., Seois cembilan putvh empsd gubs  dwgoh.

Harga e AR T

CARA PEMBAYARAN :
& Tunai (Kontan) keras
Uang Tanda Jadi {Booking Fee) "} :

DP 1 (gl - = T R

...........................................

DP2 gl s

Perincian pembayaran selanjutnya tercanturn dalam Surat Pesanan Apartemen yang harus ditandat ;
oleh Pemesan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Konfimnasi Unit Pesanan ini. A

Pemesan telah membaca, mengerti dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum dalam T |
dan ketentuan-ketentuan pemesanan yang tercantum di belakang hataman ini. lam syarat-syarat

% .:

Age"‘“ r J"‘)J‘—u -.-:l .. i . ) -,-‘ , _-1'
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